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PUTUSAN
Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

=SS —=

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Selat, Kabupaten

Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Operator
Alat Berat, tempat kediaman di, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas
danpasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023
yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas dengan nomor 289/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/39/VII1/1997,
tanggal 08 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah kediaman bersama selama 14 tahun dan telah melakukan hubungan
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badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 2 anak
yang bernama :
1. anak, Ilahir di Pekanbaru, 30 September 1998, NIK
6203017009980005, Pendidikan Terakhir Strata I;
2. anak, lahir di Kuala Kapuas, 20 Juni 2005, NIK
6203016006050003, Pendidikan Terakhir SLTA;
3. Bahwa sejak Juni 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena :
a) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,
dalam hal keuangan Tergugat memiliki sikap yang tidak jujur perihal
keuangan;
b) Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal
ini  membuat Penggugat kecewa terhadap kelakuan Tergugat,
Penggugat sudah mencoba sabar dan menasehati Tergugat, Tergugat
sering mengulangi kesalahan tersebut;
C) Tergugat memiliki sikap yang kasar dan keras kepala, bahkan
ketika Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan tersebut, ketika
Penggugat mencoba menasehati Tergugat, Tergugat malah melakukan
pemukulan kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada 23 Februari 2010 terjadi pertengkaran masalah
yang sama kemudian Tergugat kemudian pergi dari rumah kediaman
bersama hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami
istri;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 13 tahun 05
bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak
pernah menghubungi Penggugat lagi;
6. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah
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pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak
dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti
surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Selat Kabupaten Kapuas
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Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 257/39/VI11/1997 Tanggal 08 Agustus 1997.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Hakim; yang telah dimeterai oleh pejabat pos
(nazegeling) dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang

saksi sebagai berikut:

1. Dewi Rezeki Nur Marhani Binti H. Suriansyah, umur 38 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

JI. Meranti GG Manunggal 2 RT 2, Kel. Pulau Telo, Kecamatan Selat, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
harmonis, namun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah
menghubungi Penggugat lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2010;

- Bahwa selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang
Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi
dengan Penggugat dan Penggugat serta keluarga telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui secara jelas
dan pasti dimana Tergugat sekarang;

- Bahwa tidak ada, cukup.

2. Mardiani Binti Iskandar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di JI. Kpt, P. Tendean GG |
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No.. 25 RT 4, Kel. Selat Hilir, Kecamatan Selat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
harmonis, namun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah
menghubungi Penggugat lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2010;

- Bahwa selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang
Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi
dengan Penggugat dan Penggugat serta keluarga telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui secara jelas
dan pasti dimana Tergugat sekarang;

- Bahwa tidak ada, cukup.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan

Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui
Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak
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pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai
dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa
kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak
berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan
memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat
dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara
ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa
(dalil-dalil tentang Tergugat pergi tanpa izin dan alasan yang sah selama 2
tahun berurut-turut atau lebih dan tidak diketahui domisilinya);

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti
dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian
dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap benar, namun karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan pembuktian
kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian
yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak
termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi
disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua
saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua
saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi
syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171, 172, 175,
308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu
Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat
dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat,
dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
harmonis, namun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah
menghubungi Penggugat lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2010;

- Bahwa selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang
Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi
dengan Penggugat dan Penggugat serta keluarga telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui secara jelas
dan pasti dimana Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara

alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
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(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah
berpisah selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, Hakim berpendapat bahwa
antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat,
dan komitmen sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang
bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian
justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat,
oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

Fladicd o p koo i

Artinya menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada
menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum
dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim
wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan
pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 445.000,00( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dipersidangan pada hari senin tanggal 18 Desember
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh
Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Bernama Suharja, S.Ag.,M.H. sebagai
Hakim Ketua, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota
dengan dibantu oleh Penggugat sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Suharja, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, SH
Perincian biaya perkara:
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Pendaftaran Rp  30.000,00
- ATK Perkara :Rp  75.000,00
Panggilan :Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan :Rp  20.000,00
- Redaksi :Rp  10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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